WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kota
Tebing Tinggi;

e A1

2,

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Xkali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3133);



Menetapkan

10.

L1,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN

BELANJA TIDAK TERDUGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TEBING TINGGL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang Dbertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan
APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
bendahara umum daerah.



8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Perda.

11. TambaharlJang Persediaan yang selanjutnya disebut TU
adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang
tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1
(satu) bulan.

12. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-
TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA PPKD,
karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan
DR,

13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai petunjuk dan
pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terdugayang bersumber
dari APBD.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar
pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD
dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA
Pasal 4

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang
telah ditutup.



(6)

(10)

Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka
pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan
pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan
ketertiban masyarakat.
Pengembalianatas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kebutuhan yang
diusulkan oleh SKPD dengan mempertimbangkan kemapuan
keuangan daerah serta menghindari adanya tumpang tindih
pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari
APBN, APBD dan sumber-sumber lainnya yang sah.
Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional
dengan mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga
tahun anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan
pengaruh Pemerintah Daerah, serta tidak biasa/tanggap
darurat yang mendesak dan tidak tertampung dalam bentuk
program dan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan.
Dasar pengeluaran belanja tidak terduga yang dianggarkan
untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana
alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota dan
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggarkan dalam RKA-PPKD.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat digunakan dalam keadaan darurat bencana yang terdiri

dari 3 (tiga) fase yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan

Transisi Darurat ke Pemulihan.

Pencairan belanja tidak terduga dilakukan dengan mekanisme

pembayaran TU, yaitu:

a. Dberdasarkan surat penetapan status sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) oleh Wali Kota, SKPD terkait
sesuai kewenangannya masing-masing dapat
mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada
PPKD selaku BUD melalui SKPD yang secara fungsional
menangani bencana untuk difasilitasi dan
direkomendasikan pencairannya sesuai kebutuhan dan
kebijakan Wali Kota;

b. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang telah
direkomendasikan oleh SKPD yang secara fungsional
menangani bencana sebagaimana dimaksud pada huruf
a dibahas secara bersama dengan TAPD;

c. Dberdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang
telah dibahas PPKD dengan TAPD, PPKD menerbitkan
konsep Keputusan Wali Kota tentang penggunaan belanja
tidak terduga;



d. Dberdasarkan rekomendasi SKPD yang secara fungsional
menangani bencana sebagaimana dimaksud pada huruf
a, hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada
hurufb dan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢, PPKD menyalurkan belanja tidak terduga
melalui SP2D TU ke rekening bendahara pengeluaran
SKPD pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);

e. untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup, pemohon menyampaikan
surat permohonan permintaan pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup dengan melampirkan kuitansi rangkap
3 (tiga) asli bermaterai cukup yang ditandatangani oleh
penerima pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dan
nomor rekening bank yang sesuai,

f. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada huruf e dibahas secara bersama dengan TAPD;

g. berdasarkan permohonan yang telah dibahas PPKD
dengan TAPD, PPKD menerbitkan konsep Keputusan Wali
Kota tentang penggunaan belanja tidak terduga; dan

h. berdasarkan hasil pembahasan TAPD sebagaimana
dimaksud pada huruf f dan Keputusan Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada huruf g, PPKD menyalurkan
belanja tidak terduga melalui SP2D TU ke rekening
pemohon.

(11) Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri
oleh bendahara pengeluaran pada SKPD pengusul Rencana
Kebutuhan Belanja (RKB).

(12) Kepala SKPD pengusul Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)
bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja
tidak terduga yang dikelolanya.

(13) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak
terduga disampaikan oleh Kepala SKPD pengusul Rencana
Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD dengan melampirkan
surat pernyataan tanggungjawab belanja sedangkan bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap disimpan sebagai bahan
pemeriksaan.

(14) Dalam hal terdapat Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru
oleh SKPD terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu
pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka ketentuan
tentang belanja tidak terduga yang telah diatur di dalam Peraturan
Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan
Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga (Berita
Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 Nomor 3) dinyatakan tidak
berlaku.



Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 April 2020

WALI KOTA TEBING TINGG],
ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN
Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGG],
ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI
BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2020 NOMOR 24

Salirfan-sesuai dengan aslinya

éé};zﬁa‘. ian Hukum,




